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ABSTRACT

The demands of the community's need for land for development occur because
of the process of transforming the economic structure, namely from the agricultural
sector to the non-agricultural sector. This condition causes an increase in the role
of the non-agricultural sector compared to the agricultural sector which results in
the threat of agricultural land. One of the direct impacts that can occur from the
conversion of agricultural land to non-agricultural land is the loss of food
agricultural land. The high rate of land conversion has become a separate problem
in Bekasi Regency. This creates problems for the agricultural sector which results
in high conversion of agricultural land to non-agricultural land due to development
in the industrial sector. Uncontrolled conversion of agricultural land to non-
agricultural land can disrupt food availability. Therefore, there is a need for
suitability between paddy fields (LSD), spatial planning, and factual paddy fields.

This study aims to determine the suitability of LSD to the RTRW and to determine
the suitability of protected paddy fields to standard paddy fields in Bekasi Regency.
The method used in this study is a gquantitative method with a spatial analysis
approach.

The results of this study are that there is a mismatch of LSD to the RTRW, where
there is the most overlap between LSD land and industrial money polarities,
settlements, and river areas and the suitability of LSD to LBS in Bekasi Regency is

as much as 99%.

Keywords : Land conversion, LSD, RTRW, LBS
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana kelaparan merupakan kondisi adanya kekurangan pangan
secara kronik. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya bahan pangan di
suatu wilayah atau negara (Nasrulloh, W 2022). Berdasarkan data Global
Hunger Index Indonesia (2022) menunjukan bahwa terdapat sedikit
penurunan tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di dunia. Indonesia berada
di level 17.9 yang termasuk kategori kelaparan sedang dan menempati
ranking 77 dari 121 negara dengan skor 17.9 yang termasuk tingkat
kelaparan sedang. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat ketahanan pangan
suatu negara. Data-data tersebut menunjukan bahwa ketersediaan lahan
pertanian sebagai penopang kesediaan pangan perlu mendapatkan perhatian.
Oleh karena itu maka pengendalian alih fungsi lahan dari pertanian ke non-
pertanian sangat penting guna menjaga stabilitas dan kebutuhan pangan
masyarakat di Indonesia.

Tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan untuk pembangunan
terjadi karena proses transformasi struktur perekonomian, yakni dari sektor
pertanian ke arah non pertanian. Kondisi ini menyebabkan terjadi
peningkatan peran sektor non pertanian dibandingkan sektor pertanian yang
mengakibatkan terancamnya lahan pertanian. Salah satu dampak langsung
yang dapat terjadi oleh alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian adalah
hilangnya lahan pertanian pangan. Lahan pertanian sebagai sumber pangan
masyarakat keberadaannya semakin berkurang (Mahardika dan Muta’ali,
2018).

Alih fungsi lahan diartikan sebagai perubahan fungsi sebagian
maupun keseluruhan kawasan lahan dari fungsi sebelumnya. Transformasi
struktur ekonomi pada sektor industri, sektor perdagangan dan
properti/pemukiman sangat berpengaruh terhadap meluasnya alih fungsi
lahan (Muryono, S., & Utami, W. 2020).



Menurut data (BPS, 2021) alih fungsi lahan sawah nasional berkisar
antara 60.000 - 80.000 hektar per tahun. Dalam lima tahun lahan sawah
yang beralih fungsi kisaran antara 300.000 - 400.000 hektar dengan
kehilangan hasil padi mencapai sekitar 1,8 - 2,4 juta ton hasil panen.
Kegiatan pembangunan merupakan salah satu faktor pengaruh terhadap alih
fungsi lahan. yaitu antara lain seperti pembangunan jalan raya, jalan tol,
pembangunan bandara, ekspansi kawasan industri dan ekonomi. Mengingat
adanya kebutuhan lahan untuk pembangunan, sementara lahan yang tersedia
kebanyakan merupakan lahan sawah. Hal ini memerlukan pengaturan lahan
pertanian untuk menjaga sektor pertanian. Upaya perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2009 yang hingga kini belum menampakkan hasil (Sutaryono, 2023).

Pengaturan perlindungan terhadap lahan pertanian sudah dilakukan
oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengatur tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B). Kebijakan ini
diharapkan dapat menjaga kestabilan di sektor pangan dan pertanian.
Penetapan LP2B merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk menjaga
ketahanan di sektor pangan dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Namun masih terdapat kekurangan terhadap kebijakan LP2B. Dalam
penetapan luasan LP2B di Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah
belum mengikutsertakan masyarakat sebagai kelompok sasaran dan dalam
penetapan luasan LP2B seakan satu pihak (Wulandari dan Rahman, 2017).
Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang tidak terkendali harus
menjadi perhatian. Hal tersebut dapat mempengaruhi sektor pertaniandi
suatu wilayah yang dapat mengganggu ketersediaan pangan. Untuk
menanggulangi permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih fungsi Lahan
yang menghasilkan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi. Kebijakan

Peraturan Presiden ini diorientasikan untuk pengendalian alih fungsi lahan



sawah melalui penetapan peta lahan sawah yang dilindungi (LSD) dan
pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional.
Hal ini memiliki arti bahwa pemerintah sangat serius untuk melakukan
perlindungan lahan pertanian pangan, utamanya lahan sawah (Sutaryono,
2023). Peraturan lahan sawah yang dilindungi (LSD) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/X11/2021 tanggal 16 Desember 2021
tentang Penetapan Peta LSD pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Barat, Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Menurut data (BPS, 2021) Luas hasil panen padi di Kabupaten Bekasi
pada tahun 2021 mencapai 100.388 hektar. Berkurang jika dibandingkan
pada tahun sebelumnya yang mencapai 103.172 hektar, produksi padi di
Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 sebesar 587.586 ton. Kabupaten Bekasi
merupakan kawasan industri terbesar se Asia Tenggara dan juga sebagai
wilayah penyangga Kota DKI Jakarta (Puwanto, 2021). Tingginya alih
fungsi lahan di Kabupaten Bekasi merupakan sebuah permasalahan.
Kabupaten Bekasi memiliki sepuluh kawasan industri yang telah terbangun
dengan luas lahan kawasan mencapai 9.469 ha. Hal tersebut menimbulkan
permasalahan terhadap sektor pertanian yang mengakibatkan tingginya alih
fungsi lahan pertanian ke non-pertanian akibat pembangunan di sektor
industri. Maka dari itu peraturan yang memberikan perlindungan terhadap
lahan pertanian sangat dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut penelitian
tentang ketersediaan lahan pertanian pangan dan kondisi lahan sawah
dilindungi di Kabupaten Bekasi penting untuk dilakukan dengan judul
”Kesesuaian Antara LSD, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Sawah Faktual
di Kabupaten Bekasi”.

. Rumusan Masalah

Mengingat keberadaan sawah merupakan penopang kedaulatan dan

ketahanan pangan yang sangat penting, maka dari itu perlu diaturnya

perlindungan terhadap keberadaan sawah. Peraturan Presiden Nomor 59



Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih fungsi Lahan yang menghasilkan
kebijakan Lahan Sawah Dilindungi diterbitkan untuk melindungi sawah
yang masih tersisa. Namun demikian dalam penetapan area yang diatur
sebagai kawasan sawah yang dilindungi seringkali tidak sesuai dengan
ketentuan penataan ruang maupun kondisi faktual di lapangan. Berdasarkan
hal tersebut permasalahan yang dikedepankan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi?
2.  Bagaimana kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Lahan Baku
Sawah di Kabupaten Bekasi?
C. Tujuan Penelitian
1.  Mengetahui kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
2. Mengetahui kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap
Lahan Baku Sawah di Kabupaten Bekasi
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis
a. Dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian terkait
pengendalian lahan;
b. Dapat memperbaiki sistem kebijakan terkait pengendalian lahan.
2. Manfaat Praktis
a. Dapat memberikan informasi terkait kesesuaian Lahan Sawah yang
Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bekasi;
b. Dapat memberikan informasi terkati kesesuaian Lahan Sawah yang
Dilindungi dengan Lahan Baku Sawah di Kabupaten Bekasi;



BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesesuaian LSD terhadap RTRW Kabupaten Bekasi disajikan kedalam

Peta Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Peta Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Bekasi dengan skala 1:400.000 yang dibagi sebarannya

per Kecamatan. Terdapat 3 kecamatan dengan sebaran dan luasan LSD

terbesar, yaitu 7.502,46 Ha atau sebesar 21,45% di Kecamatan Pebayuran,

4.044,55 Ha atau sebesar 11,56% di Kecamatan Suka Karya, dan 2.972,39 Ha

atau sebesar 8,50% di Kecamatan Sukawangi. Arahan pola ruang industri,

permukiman perkotaan, dan kawasan sungai merupakan arahan pola ruang

yang paling banyak terjaditumpang tindih dengan lahan sawah dilindungi di

Kabupaten Bekasi.

1. Hasil akhir Kesesuaian LSD terhadap LBS Kabupaten Bekasi juga
disajikan kedalam Peta Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap
Peta Lahan Baku Sawah Kabupaten Bekasi. Hasil peta ditampilkan
dengan skala 1:400.000. setelah dilakukan analisis terhadap peta
kesesuaian, terdapat sebaran dan luasan LSD seluas 349 Ha atau sebesar
1% tidak sesuai terhadap LBS dan seluas 34.730 Ha atau sebesar 99%
sesuai terhadap LBS. Angka tersebut tergolong sangat rendah dan dapat
disimpulkan bahwa Peta Lahan Sawah Dilindungi telah sesuai dengan
Peta Lahan Baku Sawah.

B. Saran
Saran yang dapat diambil berdasarkan penelitian tentang kesesuaian LSD
terhadap RTRW dan LBS yaitu:
1. Menggunakan citra satelit resolusi tinggi dan tahun terbaru untuk
mendapatkan hasil data yang lebih akurat
2. Melakukan verifikasi langsung ke lapangan saat penentuan sebaran dan
luasan untuk penetapan LSD
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